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PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL. Tjilik Riwut Km. 08 Sukamara 74714Telepon (0532) 26105 Fax (0532) 26105
e-mail: dikpora.sukamara@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 421/ 32\ [Dikpora/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI ( SMPN ) - 2 BALAI RIAM
DI KECAMATAN BALAI RIAM KABUPATEN SUKAMARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUKAMARA

N :nimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di
Kecamatan Sukamara dalam hal ini memberi kesempatan belajar
yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengembangkan
potensi diri agar dapat hidup mandiri, maka dipandang perlu untuk

‘ memberi izin operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri
( SMPN ) - 2 Balai Riam Kecamatan Balai Riam Kabupaten
Sukamara,

b. bahwa pelaksanaan proses belajar mengajar di Sekolah Menengah
Pertama Negeri ( SMPN ) - 2 Balai Riam Kecamatan Balai Riam
telah berlangsung dengan baik dan lancar adapun Dokumen |zin
Opersionalnya saat ini tidak ditemukan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara;

N engingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan
' Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang
Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
' 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
' 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301),
4 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Keputusan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;,
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan ( lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan
peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
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8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara
Tahun 2008 Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2008,
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008
nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara nomor
3) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukamara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara
( Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sukamara Tahun 2016 ( Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara
Tahun 2015 Nomor 10);

‘ MEMUTUSKAN
Me etapkan :
KE 5ATU - |zin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri ( SMPN ) - 2 Balai

Riam Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara.

KE JUA - Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan pada APBD Kabupaten Sukamara c.q. DPA Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara.

KE MNGA - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara
Pada Tanggal 18 Juli 2016

' Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
Olahraga Kabupaten

. 9U NO, S.Pd.,M.M
P. 19610

707 198703 1013

Te nbusan di sampaikan kepada Yth:
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Cq. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah .

Gubernur Kalimantan Tengah.

Up. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
Bupati Sukamara ( Sebagai Laporan )

Ketua DPRD Kabupaten Sukamara.

Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara.

Inspektur Kabupaten Sukamara.

Kepala DPKAD Kabupaten Sukamara.

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sukamara.

Camat Balai Riam.
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BUPATI SUKAMARA

KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR : 425/ |5¢ /HUK/2011

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SMP PGRI BALAI RIAM KECAMATAN BALAI RIAM
MENJADI SMP NEGERI 2 BALAI RIAM KECAMATAN BALAI RIAM

BUPATI SUKAMARA,

enimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang dan meningkatkan Pelayanan
Pendidikan kepada anak usia sekolah di Kecamatan Balai Riam
Kabupaten Sukamara, perlu merubah status SMP PGRI Balai Riam
Kecamatan Balai Riam menjadi SMP Negeri 2 Balai Riam Kecamatan
Balai Riam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
' periu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung
Raya, Kabupaten Gunung Mas,dan Kabupaten Barito Timur di
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun.2008 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Menengah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3413);

6. Peraturan Pemerintah - Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/0/1997,
tanggal 7 Maret 1997 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang
Pendirian Sekolah;




8. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 03);

! 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 01 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2011 Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU . Perubahan Status SMP. PGR| Balai Riam Kecamatan Balai Riam
menjadi SMP Negeri 2 Balai Riam Kecamatan Balai Riam.

KEDUA Dengan adanya perubahan status sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, maka seluruh aset SMP PGRI Balai Riam menjadi aset
Pemerintah Kabupaten Sukamara.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan
pada APBD Kabupaten Sukamara Tahun 2011 cq. DPA Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Sukamara
_ pada tanggal 25 3Juli 2011

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Up. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional;
Gubernur Kalimantan Tengah

Up. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
Ketua DPRD Kabupaten Sukamara;
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara;
Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara;
Inspektur Kabupaten Sukamara;
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara;
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukamara;
Camat se-Kabupaten Sukamara;
10 Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sukamara;
11. Kepala UPTD Dikpora se-Kabupaten Sukamara;
12. Ketua PGRI Kabupaten Sukamara.
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